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Abstract 

 The magnitude of the practice of unregistered marriages that occurred in Sedayulawas Village 

is the main point the problem in this research is that the factors are very diverse, ranging from 

pregnancy outside the marriage, economy, desire for polygamy, avoiding adultery, and divorce 

are not recorded. Then the factor that becomes the focus of this research is unregistered divorce 

(not before Court) with the highest number of perpetrators, namely ten people who have an 

impact on the occurrence of a second marriage in a series, because there is one of the 

administrative requirements which cannot be fulfilled is the divorce certificate. The interesting 

thing about the serial marriage, which is carried out by the wife, which if it is considered in the 

positive legal status that applies in Indonesia, she is still married to her first husband. This type 

of research is classified as an empirical legal research type with a static socio-legal or legal 

sociology. The data analysis techniques used in empirical legal research is to take a systematic 

and factual picture. The results showed that the pravtice of unregistered divorces that occurred 

in Sedayulawas Village, Brondong District, is caused by several things, such as: economy, lack 

of understanding of the importance of recorting divorce and distance Courts far from the 

village. While the practice of unregistered divorce is carried out very diverse ranging from 

vows of divorce verbally and in front of the village mudin (not before Court) whose position 

does not have permanent legal force or not recognized by the state. Because the implementation 

of divorce must be in accordance with the rules applied both in Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 and Kompilasi Hukum Islam, if it is done outside of these rules then the 

divorce is not valid though has complied with religious rules. 

Keywords: unregistered divorce, divorce, siri marriage  

 

Abstrak      

Pernikahan siri secara agama dikategorikan sebagai pernikahan yang sah, tetapi tidak ada 

catatan administrasi berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang disahkan oleh negara. 

Perkawinan siri sering dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki akta perceraian dari 

perkawinan sebelumnya, karena berbagai alasan. Fenomena ini terjadi pada praktik perkawinan 

siri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Perkawinan siri sebagai 

fenomena umum di Desa Sedayulawas identic dengan ragam pola kehidupan masayarakat 

sekitar. Faktor yang menjadi penyebab adanya fenomena ini beragam, seperti hamil di luar 

nikah, ekonomi, keinginan poligami, menghindari zina, serta perceraian tidak tercatat. 

Fenomena perceraian tidak tercatat (tidak dihadapan Pengadilan) di Desa Sedayulawas menjadi 

angka tertinggi kasus yang dilakukan Masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya 

perkawinan kedua secara siri yang berkaitan tentang persyaratan administrasi yang tidak dapat 

dipenuhi yaitu akta perceraian. Hal menariknya perkawinan siri ini dilakukan oleh pihak istri 

yang mana jika dipandang dalam status hukum positif yang berlaku di Indonesia dia masih 

terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian 
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hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan membuat gambaran secara 

sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian tidak tercatat 

yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong disebabkan oleh beberapa hal seperti 

faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perceraian serta jarak 

Pengadilan yang jauh dari desa. Sementara praktik perceraian tidak tercatat yang dilakukan 

sangat beragam mulai dari ikrar talak secara lisan maupun dihadapan mudin desa (tidak 

dihadapan Pengadilan) yang mana kedudukannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau 

tidak diakui oleh negara. Sebab pelaksanaan perceraian haruslah sesuai dengan aturan yang 

berlaku baik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi 

Hukum Islam, jika dilakukan diluar aturan tersebut maka perceraiannya tidak sah sekalipun 

telah sesuai dengan aturan agama.  

Kata Kunci: perceraian tidak tercatat, perceraian, perkawinan siri. 

 

A. Pendahuluan 

Pelrkawinan melrulpakan sulatul pelrkara 

yang sakral (sulci) karelna melmiliki makna dan 

fulngsi yang komplelks selhingga dalam 

pellaksanaannya haru ls melmelnulhi syarat selrta 

keltelntulan yang tellah diteltapkan olelh agama 

dan ulndang-ulndang yang bellakul di nelgaranya. 

1 Melnulrult Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), perkawinan adalah membentuk 

keluarga dengan lawan jenis. Nikah atau 

pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan 

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan ajaran agama. Hukum perkawinan 

adalah undang-undang yang menata dan 

mengatur kehidupan bersama secara sah antara 

pria dan wanita serta hak dan kewajiban dari 

kedua pihak. Perkawinan di Indonesia harus 

memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang 

ditetapkan oleh hukum agama dan hukum 

negara. Perkawinan yang sah akan berakibat 

 
1 Syafira Rahmah, “Perkawinan via Live 

Streaming dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi 

(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020). 

hukum terhadap status, harta, dan keturunan 

pasangan suami istri.2 

Pasal 1 Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 

1974 telntang Pelrkawinan melnjellaskan 

“Pelrkawinan adalah sulatul ikatan lahir dan 

batin antara selorang laki-laki dan pelrelmpulan 

selbagai su lami dan istri delngan tuljulan 

melmbelntulk kellularga (rulmah tangga) yang 

kelkal dan bahagia belrdasarkan Keltulhanan 

Yang Maha Elsa.”3 Bagi ulmat Islam 

pelrkawinan adalah sulatul pelristiwa agama yang 

dilakulkan dalam melnjalankan pelrintah agama, 

hal ini telrkandulng dalam makna “Keltulhanan 

Yang Maha Elsa”. Selbagaimana Firman Allah 

dalam Qs. Ar-Rulm ayat 21: 

أزَْوَاجًا وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ 

لِكَ  لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعلََ بَيْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذََٰ

 لََيَاتٍ لِقوَْمٍ يَتفَكََّرُونَ 

“Dan diantara tanda-tanda 

(kelbelsaran)-Nya ialah Dia 

melnciptakan pasangan-pasangan 

ulntulkmul dari jelnismul selndiri, agar 

2 https://kbbi.web.id/perkawinan. 
3 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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kamul celndelrulng dan melrasa telntram 

kelpadanya, dan Dia melnjadikan 

diantaramul rasa kasih dan sayang. 

Sulnggulh, pada yang delmikian itul 

belnar-belnar telrdapat tanda-tanda 

(kelbelsaran Allah) bagi kaulm yang 

belrfikir.” 

Ulntulk tidak melngulrangi makna dari 

ulndang-ulndang, Pasal 2 Kompilasi Hulkulm 

Islam melmbelrikan tambahan pelnjellasan 

melngelnai makna pelrkawinan yaitul akad yang 

sangat kulat ataul miittsaqan ghalizhan ulntulk 

melntaati pelrintah Allah dan dikatakan selbagai 

belntulk ibadah keltika mellaksanakannya.4 

Dalam pellaksanaan pelrkawinan, agama 

Islam bulkan hanya melmpelrhatikan selgi 

manulsianya saja tapi julga melmbelrikan 

pelrhatian khulsuls telrhadap lingkulngan telrselbult 

yakni belrsinggulngan telrhadap nilai-nilai 

hulkulm Nelgara Relpu lblik Indonelsia maulpuln 

norma agama. Pelrhatian telrselbult dilakulkan 

selbagai belntulk pelnjagaan telrhadap kelultulhan 

rulmah tangga selrta cara melmpelrtahankannya.5 

Dalam sistelm tataran hulkulm di 

Indonelsia tidak dikelnal adanya istilah 

pelrkawinan yang dilakulkan dibawah tangan 

ataul biasa dikelnal delngan nikah siri. Nikah siri 

adalah sulatul pelrkawinan yang pellaksanaannya 

tidak dihadapan pelgawai pelncatatan 

pelrkawinan selhingga pelrkawinan telrselbult 

 
4 Kompilasi hukum Islam Bab II Pasal 2 Tahun 

1991 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan. 
5 Dahwadin, Muhammad Dani Sumantri, 

Enceng lip Syaripudin, dan Sasa Sunarsa, Perceraian 

dalam Sistem Hukum Indonesia, (Wonosobo: Penerbit 

Mangku Bumi, 2018). H. 26. 
6 Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan 

Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia), (Jakarta: 

Kencana, 2017). H. 295. 

dikatakan tidak selsulai delngan syarat dan 

proseldulr yang telrtulang dalam pelratulran 

pelrulndang-u lndangan.6 

Pada Pasal 2 ayat (1) Ulndang-Ulndang 

Nomor 1 Tahuln 1974 melnyelbultkan 

bahwasannya: “Sulatul pelrkawinan dikatakan 

sah apabila pellaksanaannya dilakulkan 

belrdasarkan hulkulm masing-masing agama dan 

kelpelrcayaannya.” Selhingga sulatu l pelrkawinan 

dikatakan sah apabila tellah melmelnulhi syarat 

dalam agamanya. Seldangkan pada keltelntulan 

Pasal 2 ayat (2) dijellaskan bahwa: “Tiap-tiap 

pelrkawinan dicatat melnulrult pelratulran 

pelrulndang-u lndangan yang belrlakul.”7 Sulatul 

pelrkawinan itul dinyatakan sah melnulrult 

agamanya namuln keltika bellulm dicatatkan 

pelrkawinan telrselbult bellulm dapat diakuli olelh 

nelgara.8 

Telrdapat dula instansi yang melmiliki 

tulgas dalam mellakulkan pelncatatan 

pelrkawinan, pelrcelraian dan rulju l’ yaitul: (1) 

Kantor Ulru lsan Agama Kelcamatan ulntulk 

nikah, talak dan ruljulk bagi orang yang 

belragama Islam, dan (2) Kantor Catatan Sipil 

bagi pelrkawinan yang dilakulkan olelh non-

mulslim.9 Ulndang-Ulndang Nomor 24 Tahuln 

2013 atas pelrulbahan Ulndang-Ulndang Nomor 

23 Tahuln 2006 telntang Administrasi 

7 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
8 Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian 

Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya 

DItinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017). H. 2. 
9 Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah 

Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum 

Perkawinan Nasional,” Jurnal pendidikan dan 

kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, (2015). H. 900. 
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Kelpelnduldulkan pada Pasal 8 yang melngatulr 

telntang tata cara pelncatatan melnjellaskan 

bahwa “instansi pellaksana melmiliki kelwajiban 

dalam pelncatatan nikah, talak, dan ruljulk bagi 

pelnduldulk yang belragama Islam. Dimana 

pellaksanaanya dilakulkan pada tingkat 

kelcamatan dan dilakulkan olelh pelgawai 

pelncatat pada KUlA Kelcamatan.” 

Pelratulran pelrulndang-ulndangan 

melrulpakan salah satu l sulbsistelm dalam hulkulm 

belrulpa pelratulran telrtullis yang belrisi telntang 

norma hulkulm dan melngikat selcara ulmulm 

dimana pelmbulatannya diteltapkan olelh 

lelmbaga nelgara yaitul peljabat yang 

belrwelnang.10 Selhingga dalam pelrwuljuldan 

sulatul nelgara hulkulm yang baik dipelrlulkan 

tataran telrtib dalam pellaksanaannya. Ulndang-

ulndang dibulat ulntulk warga nelgara Indonelsia 

adalah ulntulk melmbelrikan pelmahaman 

selkaliguls pelrhatian dalam melnyikapi sulatul hal 

dan diharapkan kelhadirannya mampul 

melminimalisir angka pellanggaran yang ada. 

Selkaliguls melmbelrikan kelsadaran bagi 

warganya ulntulk patulh dan taat telrultama dalam 

masalah pelrkawinan dan pelrcelraian yang tellah 

belrlakul di Nelgara Relpulblik Indonelsia.11 

Olelh selbab itul, ulndang-ulndang melnjadi 

sangat pelnting kelhadirannya selbagai produlk 

hulkulm dalam melnciptakan modifikasi atau l 

 
10 Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-

Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan 

Keadilan bagi Rakyat (Analisis Putisan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” Jurnal Konstitusi, 

Vol. 10, No. 1, (2013). H. 184. 
11 Dahwadin, Muhammad Dani Sumantri, 

Enceng lip Syaripudin, dan Sasa Sunarsa, Perceraian 

dalam Sistem Hukum Indonesia. H. 21-22. 

pelrulbahan dalam pelrmasalahan kelhidulpan 

yang suldah melngelndap di masyarakat selbagai 

nelgara yang belrdasar pada hulkulm modelrn.12 

Telrmasulk dalam melnghulkulmi pelrmasalahan-

pelrmasalahan barul yang ada di masyarakat, 

karelna ulndang-ulndang selndiri melrulpakan 

landasan hulkulm yang melnjadi dasar 

pellaksanaan dari sellulrulh kelbijakan yang 

dibulat olelh pelmelrintah. 

Pelrkawinan siri dalam tatarannya di 

Indonelsia baik dalam lingkulp pelrkotaan 

maulpuln peldelsaan telrbilang sangat banyak, 

baik itul dilakulkan olelh kalangan elkonomi 

bawah, melnelngah maulpuln kelatas dari para 

peljabat artis dan masyarakat biasa. Felnomelna 

ini telrjadi diselbabkan banyaknya faktor yang 

mellatarbellakangi, salah satulnya adalah 

kelyakinan bahwa pelrkawinan siri adalah sah 

karelna tellah selsulai delngan keltelntulan hulkulm 

Islam. Hal selmacam ini tellah melnimbullkan 

dulalismel hu lkulm yang belrlakul di Indonelsia 

yaitul pelrkawinan yang sah jika dipandang 

dalam atulran hulkulm Islam teltapi tidak 

melndapatkan kelkulatan hulkulm dan tidak 

melndapat pelngakulan dari nelgara.13 

Belrdasarkan obselrvasi yang dilakulkan 

olelh pelnullis di Delsa Seldayullawas, belsarnya 

angka pelrkawinan siri yang telrjadi antara lain 

diselbabkan adanya hamil dilular nikah, 

12 Laurensius Arliman, Ilmu Perundang-

Undangan Yang Baik untuk Negara Indonesia, 

(Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019). H. 4. 
13 Irfan Islami, “Perkawinan DIbawah Tangan 

(Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya,” Jurnal Hukum, 

Vol. 8, No. 1, (2017). H. 80. 
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relndahnya elkonomi, kelinginan poligami, 

ulntulk melnghindari pelrzinaan dan adanya 

pelrcelraian yang tidak didaftarkan. Julmlah 

angka pelrkawinan siri di Delsa Seldayullawas 

melnulnjulkkan tercatat 40 orang dalam dula 

tahuln telrakhir; 8 orang dikarelnakan hamil 

dilular nikah, 7 orang karelna faktor elkonomi, 7 

orang dikarelnakan kelinginan poligami, 8 

orang delngan alasan ulntulk melnghindari 

pelrzinaan, 10 orang lainnya dikarelnakan 

adanya pelrcelraian yang tidak didaftarkan dan 

pelrkawinan siri di KUlA Kelcamatan Brondong. 

Berdasarkan catatan dan grafik di KUA setiap 

tahun melngalami kelnaikan hingga 10 sampai 

20 orang.14  Belrdasarkan pelnjabaran diatas, 

faktor melnariknya adalah adanya su latu l 

pelrcelraian yang tidak didaftarkan selhingga 

keltika akan melnikah lagi masyarakat disana 

melmilih ulntulk mellakulkan pelrkawinan selcara 

siri karelna tidak melmiliki akta pelrcelraian, dan 

telrcatat melmiliki julmlah pellakul paling tinggi 

dalam praktiknya yaitul 10 orang.  

Ibul FN salah satulnya, ia melngakul 

mellakulkan pelrcelraian mellaluli prosels lisan 

yang disaksikan olelh muldin di Delsa 

Seldayullawas tanpa diajulkan di Pelngadilan 

Agama karelna sellain jarak yang ditelmpulh 

sangat jaulh, biaya yang haruls dikellularkan puln 

sangat mahal. Kelmu ldian pelnyelbab dari hal 

telrselbult pelrkawinan yang keldula dilakulkan 

selcara siri selbab tidak melmiliki akta 

 
14 Diperoleh dari Hasil Observasi Awal Oleh 

Peneliti di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong 

Kabupaten Lamongan Pada 29 Agustus 2021. 
15 Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu 

FN di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong 

Kabupaten Lamongan, pada tanggal 12 Juli 2021. 

pelrcelraian.15 Sellain Ibul FN telrdapat julga Ibul 

SA dan Ibu l MR delngan kasuls yang sama, 

hanya saja yang melmbeldakan delngan kasuls 

Ibul FN adalah dari hasil pelrkawinan siri 

melrelka dikarulniai selorang anak. Pelrkawinan 

siri pasangan Ibul SA dan Bapak AB melmiliki 

anak delngan inisial AF yang belru lsia 13 tahuln 

seldangkan pasangan Ibul MR dan Bapak CR 

melmiliki anak delngan inisial ABR belrulsia 10 

tahuln dan IN yang masih belrulsia 3 tahuln.16  

Selmelntara itul, masyarakat di Delsa 

Seldayullawas Kelcamatan Brondong 

Kabulpateln Lamongan dinilai melmiliki 

pelmahaman yang masih relndah dalam masalah 

pelncatatan kelpelnduldulkan. Minimnya 

pelmahaman yang dimiliki masyarakat Delsa 

Seldayullawas melnjadi salah satul faktor 

seldikitnya kelpelmilikan akta kelpelnduldulkan 

selpelrti KK, Akta Kellahiran, Akta Pelrcelraian, 

dan lain selbagainya. Anggapan melngelnai 

sullitnya proseldulr dalam masalah pelncatatan 

selrta kelpelmilikan akta kelpelnduldulkan 

melnjadikan selbagian belsar masyarakat 

melmilih ulntulk melnyellelsaikan pelrmasalahan 

baik itul pelncatatan pelrkawinan, pelrcelraian dan 

ruljulk selcara agama, hal telrselbult dikarelnakan 

pelrmasalahan biaya yang celndelrulng mahal. 

Selmelntara Ulndang-Ulndang Nomor 24 Tahuln 

2013 telntang pelrulbahan atas Ulndang-Ulndang 

Nomor 23 Tahuln 2006 telntang Administrasi 

Kelpelnduldulkan Pasal 79A tellah melnjellaskan 

16 Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu 

SA dan Ibu MR di Desa Sedayulawas Kecamatan 

Brondong Kabupaten Lamongan Pada 19 Oktober 2021. 
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bahwa “pelngulrulsan dan pelnelrbitan dokulmeln 

kelpelnduldulkan tidak dipulngult biaya”. Pada 

telmulan sidak olelh lelmbaga Ombuldsman Jawa 

Timulr pada tahuln 2018 ditelmulkan 

bahwasanya Dispelndulkcapil Kabulpateln 

Lamongan melrulpakan salah satul dari tiga 

layanan pulblik yang masulk katelgori zona 

melrah selrta melmiliki tingkat kelpatulhan yang 

relndah.17  

Fenomena di Delsa Seldayullawas 

ditemukan adanya praktik pelrkawinan siri 

dikelrelnakan pelrcelraian yang tidak didaftarkan 

(pelrcelraian tidak telrcatat). Akibatnya, orang 

yang ingin menikah lagi dengan orang lain 

tidak dapat melakukannya secara resmi, karena 

masih tercatat sebagai suami atau isteri dari 

perkawinan sebelumnya.  

Feneomena di atas tentu berbeda dengan 

penelitian Nulr Annisa Lultfia Anwar delngan 

juldull “Faktor-Faktor Pelnyelbab Masyarakat 

Sulkul Lampulng Tidak Melncatatkan 

Pelrkawinannya di KUlA.  Fenomena yang 

muncul pada masyarakat di Sulkul Lampu lng 

secara merata beranggapan bahwasannya 

pelncatatan pelrkawinan bulkanlah sulatul hal 

yang pelnting karena sullitnya biaya, hamil 

dilular nikah, dan pelrkawinan anak dibawah 

ulmulr.18 Biaya yang mahal juga menjadi factor 

utama dalam proses pencatatan administrasi 

 
17 Nur Lailatu Musyafa’ah dan Arif Wijaya, 

“Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dalam 

Perspektif Fikih Siyasah,” Jurnal Hukum dan 

Perundangan Islam, Vol. 10, No. 2, (2020). H. 254. 
18Nur Annisa Lutfia Anwar, “Faktor-Faktor 

Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak 

Mencatatkan Pernkahannya di KUA (Studi Kasus Desa 

Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten 

perkawinan sehingga banyak Masyarakat lebih 

memilih melakukan nikah siri. Hal ini senada 

dengan penelitian Trisnawati delngan juldull 

“Nikah Siri dan Faktor Pelnyelbabnya di 

Kellulrahan Lajangirul Kelcamatan Uljulng 

Pandang (Analisis Pelrbandingan Hulkulm Islam 

dan UlUl No. 1 Tahuln 1974)”.19  

Paparan di atas memberikan beberapa 

pertanyaan permasalahan yang perlu dianalisis 

yaitu tentang peran hukum Islam dan hukum 

positif di Indonesia mengatur perkawinan siri 

dan dampak hukum dari itsbat nikah. Berdasar 

pada fenomena di Masyarakat bahwa nikah siri 

banyak dilakukan tanpa adanya akta perceraian 

yang sah serta pengetahuan kepada 

Masyarakat tentang kedudukan, hukum dan 

pentingnya itsbat nikah ke pengadilan agama.  

 

B. Metode Penelitian 

Jelnis pelnellitian ini melrulpakan pelnellitian 

hulkulm elmpiris delngan pelndelkatan sosio-lelgal 

statis ataul sosiologi hulkulm selbab telrfokuls 

pada pelrilakul yang belrkelmbang dalam 

masyarakat.20 Pelnellitian hulku lm elmpiris 

dipelrolelh data belrulpa wawancara yang 

dilakulkan delngan pellakul pelrkawinan siri di 

Delsa Seldayullawas Kelcamatan Brondong 

Kabulpateln Lamongan selrta Kelpala, Pelnghullul 

Lampung Timur)”, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 

2019). H. 3-4. 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian 

“Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013). H. 172. 
20 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan 

Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2017). H. 71. 
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dan Admin Opelrasional di KUlA Kelcamatan 

Paciran Kabulpateln Lamongan. 

Data selkulndelr yang digu lnakan pelnelliti 

yaitu litelratu lr-litelratu lr selpelrti ju lrnal, bu lkul, 

skripsi selrta hasil pe lnellitian-pelnellitian 

selbellulmnya yang belrkaitan delngan 

pelmbahasan yang diambil ole lh pelnelliti. 

Telknik yang digu lnakan dalam pe lnellitian 

hulkulm elmpiris adalah delngan melmbu lat 

delskripsi selcara siste lmatis dan faktu lal. 

Adapuln telknik analisis data dalam pe lnellitian 

ini adalah selcara ku lalitatif delskriptif dan 

prelskriptif21 yaitul sulatu l pelnellitian yang 

belrtuljulan ulntu lk me lndapatkan saran-saran 

melngelnai apa yang haru ls dilaku lkan dalam 

melngatasi su latu l masalah te lrtelntu l.22 Adapu ln 

cara yang digu lnakan pada pe lnellitian ini adalah 

delngan melngkaji dan me lnilai apakah telrdapat 

kulrang optimalnya pelnelrapan pelratu lran 

pelrulndang-ulndangan te lrlelbih pada pelrkara 

pelncatatan pelrcelraian yang mana be lrdampak 

pada timbu llnya pelrkawinan siri di Delsa 

Seldayullawas Kelcamatan Brondong 

Kabulpateln Lamongan. Se lhingga dipelrlulkan 

adanya saran-saran me lngelnai apa yang haru ls 

dilakulkan ulntu lk me lnelkan ataul melngatai 

masalah pelncatatan pelrcelraian su lpaya tidak 

melnimbullkan masalah baru l selpelrti praktik 

pelrkawinan siri. 

 

 

 

 
21 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2007). H. 10. 
22 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2007). H. 10. 

C. Pembahasan 

1) Praktik Perceraian Tidak tercatat di 

Desa Sedayulawas Kecamatan 

Brondong Kabupaten Lamongan 

Pelrcelraian melrulpakan pultulsnya 

hulbulngan ataul ikatan antara sulami dan istri, 

dalam agama Islam pelrcelraian biasa dikelnal 

delngan istilah talak yang belrmakna 

pelmbelbasan ataul pellelpasan sulami telrhadap 

istrinya. Seldangkan dalam Pasal 38 hulrulf b 

UlUl Nomor 1 Tahuln 1974 telntang 

Pelrkawinan melnjellaskan bahwasannya sulatu l 

pelrcelraian bisa saja telrjadi dikarelnakan 

kelmatian, pelrcelraian dan pultulsnya 

pelngadilan. 

Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 

melmiliki prinsip melmpelrsulkar pelrcelraian, 

selhingga selorang sulami haruls melmiliki alasan-

alasan yang kulat keltika akan melnjatulhkan 

talak kelpada istri ulntulk kelmuldian diajulkan kel 

Pelngadilan (diselbult delngan istilah celrai talak). 

Selorang istri puln dapat melngajulkan pelrcelraian 

kel Pelngadilan belrulpa pelngajulan gulgatan celrai 

(diselbult delngan istilah celrai gulgat). Seltellah 

pelrkara pelrcelraian ini masulk kel Pelngadilan 

maka Pelngadilan Agama akan melmprosels dan 

melmultulskan ulntulk melncelraian ataul tidak, jika 

iya maka akta celrai dapat dikellularkan.23 

Adapuln alasan-alasan pelrcelraian 

selcara telgas tellah diatulr dalam Pasal 39 ayat 

(1) melmbelrikan pelnjellasan bahwasannya 

sulatul pelrcelraian hanya bisa dilakulkan di delpan 

23 Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam 

Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Al-‘Adalah, Vol X, 

No. 4, (2012). H. 415-417. 
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sidang Pelngadilan, kelmuldian ayat (2) 

melnjellaskan ulntulk mellakulkan pelrcelraian 

haruls ada culkulp alasan, bahwa antara sulami 

dan istri tidak akan dapat hidulp rulkuln selbagai 

sulami istri. Yang mana hal ini diatulr dalam 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 9 Tahuln 1975 

Pasal 19 bahwa pelrcelraian dapat telrjadi karelna 

alasan-alasan selbagai belrikult: 

a) Salah satul pihak belrbulat zina ataul melnjadi 

pelmabulk, pelmadat, peljuldi, dan lain 

selbagainya yang sulkar diselmbulhkan. 

b) Salah satul pihak melninggalkan pihak lain 

sellama 2 tahuln belrtulrult-tulrult tanpa izin 

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau l 

karelna hal lain dilu lar kelmampulannya. 

c) Salah satul pihak melndapat hulkulman 

pelnjara 5 tahuln ataul hulkulman yang lelbih 

belrat seltellah pelrkawinan belrlangsulng. 

d) Salah satul pihak mellakulkan kelkeljaman dan 

pelnganiayaan belrat yang melmbahayakan 

pihak yang lain. 

e) Salah satul pihak melndapat cacat badan ataul 

pelnyakit yang melngakibatkan tidak dapat 

mellakulkan kelwajibannya selbagai sulami 

istri. 

f) Antara sulami istri telruls melnelruls telrjadi 

pelrsellisihan dan pelrtelngkaran, dan tidak 

ada harapan akan hidulp rulkuln dalam rulmah 

tangga. 

Seldangkan tata cara pelrcelraian tellah 

diatulr dalam Pasal 14 sampai Pasal 36 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 9 Tahuln 1975, 

yang mana telrdapa 2 macam proseldulr yaitul 

delngan cara talak dan gulgat. Pelratulran ini 

melrulpakan pellaksanaan dari Pasal 39 ayat (3) 

Ulndang-Ulndang Pelrkawinan yang 

melnyatakan bahwa tata cara pelrcelraian di 

delpan sidang Pelngadilan diatulr dalam 

pelratulran pelrulndangan telrselndiri. 

Adapu ln proseldulr pellaksanaan delngan 

carai talak diatulr dalam Pasal 14 sampai Pasal 

18 Pelratulran Pelmelrintah Nomor 9 Tahuln 1975 

bagi melrelka yang melnganult agama Islam. 

Bulnyi Pasal 14: Selorang sulami yang tellah 

mellangsulngkan pelrkawinan melnulrult agama 

Islam yang akan melncelraikan istrinya 

melngajulkan sulrat telrtullis kelpada Pelngadilan 

telmpat tinggalnya yang belrisi pelmbelritahulan 

bahwa ia belrmaksuld melncelraikan istrinya dan 

diselrtai delngan alasan-alasan kelpada 

Pelngadilan agar diadakan sidang. Seldangkan 

ulntulk pelrelmpulan yang belragama Islam, 

Ulndang-Ulndang Pelrkawinan melmbelrikan 

atulran ataul proseldulr telrselndiri.  

Kelmu ldian masalah telrjadinya pelrcelraian 

dalam sidang Pelngadilan, Keltula Pelngadilan 

harulslah melmbulat sulrat keltelrangan telrjadinya 

pelrcelraian. Selsulai dalam Pasal 15 bahwa: 

seltellah Pelngadilan melnelrima sulrat 

pelmbelritahu lan telntang kelhelndak pelrcelraian 

maka Pelngadilan melmpellajari su lrat telrselbult 

dan sellambat-lambatnya dalam telmpo 30 hari 

seltellah melnelrima sulrat telrselbult, Pelngadilan 

melmanggil sulami dan istri yang akan belrcelrai 

ulntulk melminta pelnjellasan-pelnjellasan.  

Ulntulk sellanjultnya, Pasal 16 melnjellaskan 

bahwa seltellah Pelngadilan sellelsai melndapatkan 

alasan-alasan yang diajulkan olelh sulami dan 

istri yang ingin belrcelrai maka Pelngadilan akan 

melmultulskan ulntulk melngadakan sidang keltika 
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tellah belrulsaha dan tidak dapat melndamaikan 

keldula bellah pihak. Selsaat seltellah dilakulkan 

sidang Pelngadilan, keltula Pelngadilan melmbulat 

sulrat keltelrangan yang belrisi telntang telrjadinya 

pelrcelraian telrselbult. Pasal 17: sulrat-su lrat 

keltelrangan itul dikirimkan kelpada pelgawai 

pelncatat di telmpat pelrcelraian itul telrjadi ulntulk 

diadakan pelncatatan pelrcelraian. Pasal 18 

melnyatakan bahwa: pelrcelraian itul telrhitu lng 

seltellah pelrcelraian dinyatakan di delpan sidang 

Pelngadilan.24 

Seldangkan syarat-syarat ulcapan yang 

digulnakan ulntulk melncelraian istri adalah 

selbagai belrikult: 

a) Ulcapan yang melnu lnjulkkan pelrcelraian. Dan 

tidak sah melncelraikan hanya delngan 

pelrbulatan selpelrti sulami melngantarkan istri 

kelrulmah orang tu lanya diselrtai harta belnda 

delngan maksuld melnyelrahkan istri kelpada 

orang tula tanpa ada ulcapan talak. 

b) Talak yang diulcapkan selcara selngaja. Maka 

tidak sah pelrcelraian delngan ulcapan talak 

selcara telrlanjulr.   

Namuln praktik pelrcelraian yang telrjadi di 

Delsa Seldayullawas sangat belrbanding telrbalik 

delngan keltelntulan yang tellah diselbultkan di 

atas, data ini dipelrolelh belrdasarkan hasil 

wawancara yang dilakulkan delngan 5 pellakul 

pelrkawinan siri di Delsa Seldayullawas 

Kelcamatan Brondong Kabulpateln Lamongan. 

Adapuln praktik pelrcelraian tidak telrcatat yang 

dilakulkan olelh masyarakat di Delsa 

Seldayullawas Kelcamatan Brondong 

 
24 Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Kekerasan di 

Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa),” Jurnal 

Kabulpateln Lamongan sangat belragam, dan 

selbagian belsar melnyatakan bahwa prosels 

pelrcelraian dilakulkan selcara lisan dihadapan 

istri selcara langsulng diselrtai kellularga pihak 

istri, diulcapkan selcara lisan dihadapan istri 

delngan adanya muldin delsa, ataul bahkan 

mellaluli pelsan via WhatsApp, antara lain: 

a) Ibul FN: selcara lisan di delpan muldin delsa 

b) Ibul SA: selcara lisan delngan pelngulcapan 

ikrar talak dari sulami kelpada istri 

c) Ibul MR: mellaluli pelsan via WhatsApp yang 

melnyatakan sulami melntalak istri 

d) Ibul KT: u lcapan selcara lisan dari sulami yang 

melnyatakan kelinginannya belrpisah dari 

istri 

e) Ibul T: ikrar talak selcara lisan dari sulami 

dihadapan istri. 

Dalam praktiknya, pellaku l pelrcelraian 

tidak telrcatat melmang tidak melmikirkan 

dampak yang akan ditimbullkan dari adanya 

sikap yang melrelka pilih, kondisi elkonomi selrta 

kulrangnya pelmahaman melrelka dalam hal 

pelndaftaran pelrcelraian melnjadi pelndulkulng 

telrjadinya pelrcelraian tidak telrcatat ini. 

Menurut pemikiran awam masyarakat tentang 

hukum melrelka belranggapan bahwa bulkan 

melnjadi masalah selriuls keltika pelrcelraian tidak 

dilakulkan dihadapan Pelngadilan selbab 

pelrcelraian yang melrelka lakulkan sah-sah saja. 

Anggapan seperti ini diperkuat dengan tataran 

adat pemikiran mereka bahwa yang telrpelnting 

bagi melrelka adalah pultuls ikatan pelrnikahan 

tanpa haruls kellular banyak biaya dan mellaluli 

Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 2, (2015). H. 

218-219. 
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prosels yang panjang merupakan proses yang 

dianggap efektif dan sah.25 

Apabila melrulju lk pada keltelntulan yang 

tellah diatulr dalam Pelratulran Pelmelrintah 

Nomor 9 Tahuln 1975 Pasal 19, su latul 

pelrkawinan tidak selrta melrta dapat pultuls tanpa 

alasan yang jellas dan belbelrapa hal telrselbult 

pelrlul melnjadi pelrtimbangan pelngadilan dalam 

melnyellelsaikan pelrkara pelrcelraian. Belbelrapa 

hal telrselbult dantaranya adalah salah satul pihak 

belrbulat zina, salah satul pihak pelrgi sellama 2 

tahuln tanpa kabar, salah satul pihak mellakulkan 

pelnganiayaan, salah satul pihak melndapat cacat 

badan, salah satul pihak melndapat hulkulman 

pelnjara dan antara sulami istri selring teljadi 

pelrsellisihan ataul pelrtelngkaran.26 Jika salah 

satul dari hal telrselbu lt diatas telrpelnulhi maka 

Pelngadilan dapat melmultulskan pelrkawinan 

delngan jalan pelrcelraian.  

Seldangkan belrdasarkan wawancara 

delngan pellakul pelrcelraian tidak telrcatat, alasan 

pelrcelraian yang melrelka lakulkan sangat 

belragam mullai dari istri tidak dibelrikan 

nafkah, sulami yang sulka mabulk-mabulkan, 

sulami yang sellingku lh dan ataul antara sulami 

istri tidak lagi ada kelcocokan (selring telrjadi 

pelrtelngkaran). Tata caranya tellah diatulr dalam 

Pasal 14 sampai delngan Pasal 36 Pelratu lran 

Pelmelrintah Nomor 9 Tahuln 1975 yang 

proselsnya dilakulkan di Pelngadilan Agama 

 
25 Hasil kesimpulan dari wawancara dengan 

masyarakat desa Sedayu Lawas Pada 5 Januari 2022. 
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Pasal 19 
27 Wawancara dengan Admin Operasional 

KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada 7 

Januari 2022. 

bagi yang belragama Islam dan di Pelngadilan 

Nelgelri bagi non-mulslim. 

Namu ln belrbelda delngan yang telrjadi di 

Delsa Seldayullawas belbelrapa diantaranya 

melmilih mellakulkan pelrcelraian selcara tidak 

telrcatat (tidak dihadapan Pelngadilan) dan 

tanpa disadari pelrcelraian tidak telrcatat yang 

melrelka pilih belrdampak pada pelrkawinan 

keldula yaitu l telrjadinya pelrkawinan selcara siri. 

Pelrkawinan siri ini melrelka lakulkan 

dikarelnakan telrdapat salah satul syarat yang 

tidak dapat melrelka pelnulhi yaitul akta 

pelrcelraian. Pada awal pelrkawinan melrelka 

melrasa baik-baik saja tanpa kelndala, namuln 

dampaknya dirasakan keltika suldah melmilki 

anak, belbelrapa dari melrelka melrasa kelsullitan 

keltika haru ls melndaftarkan anak kel selkolah 

selbab tidak melmiliki KK maulpuln akta 

kellahiran.27 

Belrdasarkan laporan dari Kelpala KUlA 

Paciran melnyatakan bahwasanya pelrkara yang 

selpelrti ini akan sullit diprosels bahkan 

Pelngadilan Agama akan melnolak ulntulk 

pelngajulan itsbat nikah bagi pellaku l pelrkawinan 

siri yang tidak melmiliki akta pelrcelraian. Dan 

proselsnya puln akan melmakan waktul yang 

lama delngan biaya yang mahal.28 

Melnu lrult pelnullis praktik pelrcelraian tidak 

telrcatat yang dilakulkan olelh belbelrapa 

masyarakat di Delsa Seldayullawas diselbabkan 

28 Hasil Wawancara dengan Kepala KUA 

Paciran yang Ditunjuk Pengadilan Agama Untuk 

Mengatasi Perkara Itsbat Nikah di Kabupaten 

Lamongan Pada 7 Januari 2022. 
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olelh belbelrapa faktor selpelrti, kulrangnya 

pelmahaman selbagai faktor ultamanya, 

kelmuldian hal lain yang melndulkulng pelrcelraian 

tidak telrcatat ini telrjadi adalah relndahnya 

elkonomi, jarak Pelngadilan yang jaulh dari delsa 

selrta anggapan masyarakat melngelnai sullitnya 

prosels pelndaftaran pelrcelraian di Pelngadilan. 

Selhingga keltika dilihat dari suldult pandang 

hulkulm positif yang belrlakul di Indonelsia, 

prosels pelrcelraian yang dilakulkan olelh 

masyarakat di Delsa Seldayullawas Kelcamatan 

Brondong Kabulpateln Lamongan sangat tidak 

selsulai delngan atulran yang belrlakul di nelgara 

Indonelsia, selrta pelrlu l diadakannya pelnyullulhan 

ataul pelmahaman melngelnai pelntingnya 

pelncatatan baik pelrkawinan maulpuln 

pelrcelraian ulntulk melminimalisir telrjadinya 

pelrcelraian tidak telrcatat yang belrakibat pada 

timbullnya pelrkawinan siri di daelrah telrselbu lt. 

Sellain hal telrselbult diatas, pelmahaman 

orang telrdahullul melngelnai pelrkawinan dan 

pelrcelraian jaulh selbellulm adanya atulran yang 

belrlakul di Indonelsia melmbelrikan pelngarulh 

telrselndiri bagi masyarakat. Kelbiasaan ataul 

pelmahaman selpelrti ini haruls dihilangkan atau l 

diminimalisir mellalu li agelnda pelnyullulhan di 

tiap-tiap delsa. 

2) Kedudukan Perceraian Tidak tercatat 

dalam Perkawinan Tercatat Perspektif 

Hukum Positif di Indonesia 

Celrai melrulpakan pultulsnya pelrkawinan 

antara pasangan sulami dan istri mellaluli ulcapan 

ataul ikrar talak sulami. Melnulrult Pasal 117 KHI 

Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahulm 1974 talak 

adalah talak sulami dihadapan sidang di 

Pelngadilan Agama yang melnjadi salah satul 

selbab pultulsnya pelrkawinan. Pelrcelraian selndiri 

melrulpakan bagian dari pelrnikahan selbab 

pelrcelraian ada selbab diawali delngan 

pelrkawinan. Kelmuldian pelrcelraian tidak 

telrcatat (pelrcelraian dilular Pelngadilan) mulncull 

dan melnjadi felnomelna di masyarakat akibat 

dari pelrlaksanaan hulkulm pelrcelraian yang 

dilakulkan di masyarakat sangat belrbanding 

telrbalik delngan hulkulm positif. 

Dalam Ulndang-Ulndang Pelrkawinan 

Nomor 1 Tahuln 1974 Pasal 39 ayat (1) Bab VII 

Telntang Pu ltulsnya Pelrkawinan dan Akibat 

yang Ditimbullkan antara lain: 

Pasal 38: 

Pelrkawinan dapat dikatakan pultuls apabila: 

a) Kelmatian 

b) Pelrcelraian dan  

c) Adanya pultulsan Pelngadilan. 

Pasal 39: 

a) Pelrcelraian hanya dapat dilakulkan di delpan 

sidang Pelngadilan seltellah Pelngadilan yang 

belrsangkultan belrulsaha dan tidak belrhasil 

melndamaikan keldula bellah pihak. 

b) Ulntulk mellakulkan pelrcelraian haruls ada 

culkulp alasan bahwa antara sulami dan istri 

itul tidak akan dapat rulkuln selbagai sulami 

dan istri. 

c) Tata cara pelrcelraian di delpan sidang 

Pelngadilan diatulr dalam pelratulran 

pelrulndangan telrselbult.  

Pasal 40: 

a) Gulgatan pelrcelraian diajulkan kelpada 

Pelngadilan 
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b) Tata cara melngajulkan gulgatan telrselbult 

pada ayat (1) pasal ini diatulr dalam 

pelratulran pelru lndangan telrselndiri. 

Pasal 41: 

Akibat pultulsnya pelrkawinan karelna pelrcelraian 

ialah:  

a) Baik ibul ataul bapak teltap belrkelwajiban 

melmellihara dan melndidik anak-anaknya, 

selmata-mata belrdasarkan kelpelntingan 

anak, bilamana ada pelrsellisihan melngelnai 

pelngulasaan anak-anak, Pelngadilan 

melmbelri kelpultulsan. 

b) Bapak yang belrtanggulng jawab atas selmula 

biaya pelmelliharaan dan pelndidikan yang 

dipelrlulkan anak itul, bilamana bapak dalam 

kelnyataannya tidak dapat melmbelri 

kelwajiban telrselbult Pelngadilan dapat 

melnelntulkan bahwa ikult melmikull biaya 

telrselbult. 

c) Pelngadilan dapat melwajibkan kelpada belkas 

sulami ulntulk melmbelrikan biaya 

pelnghidulpan dan/ataul melnelntulkan selsu latu l 

kelwajiban bagi belkas istri.29 

Dalam Pasal 20 Ulndang-Ulndang 

Nomor 7 Tahuln 1975 telntang pellaksanaan 

Ulndang-Ulndang Nomor 1974 melnyelbultkan 

bahwa: 

a) Gulgatan pelrcelraian diajulkan olelh sulami 

ataul istri ataul kulasanya kelpada Pelngadilan 

yang daelrah hulkulmnya mellipulti telmpat 

keldiaman telrgulgat. 

 
29 Latifah Ratnawaty, “Perceraian Dibawah 

Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif,” Jurnal Yustisi, Vol. 4, No. 1, (2017). H. 115. 

b) Dalam hal telmpat keldiaman telrgulgat tidak 

jellas ataul tidak dikeltahuli ataul tidak 

melmpulnyai telmpat keldiaman yang teltap, 

maka gu lgatan pelrcelraian diaju lkan kelpada 

Pelngadilan ditelmpat keldiaman pelnggulgat. 

c) Dalam hal telrgulgat belrtelmpat tinggal dilular 

nelgelri, gulgatan pelrcelraian diaju lkan kelpada 

Pelngadilan ditelmpat keldiaman telrgulgat. 

Keltula Pelngadilan melnyampaikan 

pelrmohonan telrselbult kelpada telrgulgat 

mellaluli pelrwakilan Relpulblik Indonelsia 

seltelmpat. 

Kelmuldian Pasal 67 Ulndang-Ulndang 

Nomor 7 Tahuln 1989 melnjellaskan bahwa 

dalam pelngajulan celrai talak haru lslah diselrtai 

hal-hal selbagai belrikult: 

a) Nama, ulmulr dan telmpat keldiaman 

pelmohon yaitul sulami dan telrmohon yaitul 

istri. 

b) Alasan-alasan yang melnjadi dasar celrai 

talak. 

Pelnjellasan Pasal telrselbult diatas julga 

belrlakul bagi istri apabila akan melngajulkan 

gulgatan pelrcelraian. Seldangkan dalam 

proselsnya, pelrkara pelrcelraian ada yang 

melmakan waktul lama bahkan belrtahuln-tahuln, 

hal ini diselbabkan karelna jalan ataul ulpaya 

hulkulm yang dipilih olelh pihak yang 

belrpelrkara. Pelnyellelsaian pelrcelraian bulkan 

hanya masalah pultulsnya pelrkawinan saja 

namuln julga melncakulp pelmbagian harta 

belrsama, hak asulh anak dan lain selbagainya, 
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hal yang delmikian ini tellah diatulr dalam Pasal 

86 ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 

1989 selbagaimana diulbah delngan Ulndang-

Ulndang Nomor 3 Tahuln 2003 Telntang 

Pelngadilan Agama yang melmbolelhkan adanya 

pelngajulan gulgatan harta belrsama ataulpuln 

gulgatan balik (relkonvelnsi). 

Adapuln pelratu lran ataul ulndang-ulndang 

yang digulnakan selbagai aculan dalam 

pelnyellelsaikan pelrkara pelrcelraian adalah: 

a) Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 

telntang Pelrkawinan 

1) Melngatulr telntang pelrcelraian selcara garis 

belsar (kulrang melndeltail selbab tidak 

melmbeldakan cara pelrcelraian agama 

Islam non-Islam). 

2) Bagi yang non-Islam maka 

tatapelrcelraiannya belrpeldoman pada 

Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974. 

b) Kompilasi Hulkulm Islam, bagi pasangan 

yang belraga Islam maka tata cara 

pelnyellelsaian pelrcelraiannya belrpeldoman 

pada KHI. 

c) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 9 Tahuln 1975 

telntang Pellaksanaan Ulndang-Ulndang 

Nomor 1 Tahuln 1974. 

1) Melngatulr melngelnai deltail telntang 

Pelngadilan mana yang belrwelnang dalam 

melmprosels pelrkara pelrcelraian. 

2) Melngatulr deltail melngelnai tata cara 

pelrcelraian selcara praktik. 

d) Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 1974 

telntang Pelnghapu lsan Kelkelrasan Dalam 

Rulmah Tangga (KDRT). 

Seldangkan asas yang digulnakan dalam 

pelmelriksaan pelrkara celrai gulgat sama delngan 

pelrkara celrai talak, antara lain: 

a) Pelmelriksaan dilakulkan olelh Majellis 

Hakim. 

b) Pelmelriksaan dilakulkan dalam sidang 

telrtultulp. 

c) Pelmelriksaan 30 hari dari tanggal 

pelndaftaran gulgatan. 

d) Pelmelriksaan bidang Pelngadilan dihadiri 

olelh sulami dan istri ataul wakil yang 

melndapatkan kulasa khulsuls dari pihak 

belrpelrkara. 

e) Ulpaya melndamaikan diulsahakan 

belrlangsu lng sellama pelmelriksaan. 

Tata cara pelnyellelsaiannya adalah selbagai 

belrikult: 

a) Tahap pelndahullulan yaitul tahapan dimana 

pelnggulgat ataul pelmohon melnyampaikan 

ataul melndaftarkan pelrkaranya ke l 

Pelngadilan Agama dan Pelngadilan 

melnelrima pelnyampaian gu lgatan ataul 

pelrmohonan telrselbult. 

b) Tahapan pelmelriksaan dan pultu lsan 

1) Pelmanggilan para pihak. 

2) Pultulsan gulgulr/velrstelk. 

3) Ulsaha pelrdamaian. 

4) Pelmbacaan pelrulbahan-pelrulbahan 

gulgatan. 

5) Jawaban telrgulgat, elkselpsi (tangkisan), 

dan relkonvelnsi (gulgatan balik). 

6) Relplik dan dulplik. 

7) Pelmbu lktian. 
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8) Pelrmulsyawaratan Majellis Hakim.30 

Dalam pelrspelktif hulkulm positif, 

pelrcelraian wajib dilakulkan didelpan 

Pelngadilan. Selhingga selcara yulridis pelrcelraian 

tidak telrcatat (tidak dihadapan Pelngadilan) 

tidak sah dan haruls dibatalkan selbab istri 

masih telrikat hulbulngan delngan sulami yang 

lama dan istri tidak dapat mellangsulngkan 

pelrnikahan keldula selbellulm dilakulkan 

pelrcelraian delngan su lami pelrtama selcara sah 

selsulai hulkulm positif. Selbab pelrcelraian yang 

dilakulkan dihadapan sidang Pelngadilan jellas 

dapat melmbelrikan adanya kelpastian hulkulm 

karelna pelrbulatannya dapat dibulktikan delngan 

adanya bulkti otelntik yaitul akta pelrcelraian, hal 

ini selsulai delngan Pasal 39 ayat (1) Ulndang-

Ulndang Pelrkawinan Nomor 1 Tahuln 1974. 

Akta pelrcelraian melmang bulkan 

melrulpakan salah satul syarat sah nya su latul 

pelrcelraian namuln kelduldulkan nya dapat 

melnjadi bulkti tellah telrjadinya sulatul pelrcelraian 

antara keldula bellah pihak yaitul sulami dan istri. 

Dan dari sisi kelmaslahatan selndiri 

disyariatkannya pelrcelraian dihadapan sidang 

Pelngadilan sulpaya tidak telrjadi pelrcelraian 

selcara selmbarangan, mellindulngi hak istri agar 

sulami tidak belrsikap selelnaknya delngan 

welwelnang yang dimiliki, selrta pelrkawinan 

keldula yang dilakulkan olelh istri delngan orang 

lain belgitul pulla selbaliknya tanpa 

selpelngeltahulan selbab selcara yulridis istri masih 

telrikat pelrkawinan delngan sulami pelrtama 

 
30 Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam 

Kompilasi Hukum Islam”. H. 418-421. 

selbellulm ada pelneltapan Pelngadilan yang 

melnyatakan bahwa keldulanya tellah belrpisah.  

Dalam praktiknya, selkalipuln ulndang-

ulndang tellah melmbelrikan pelngatulran 

melngelnai tata cara pelrcelraian di Indonelsia, 

masih saja ada masyarakat yang mellanggar 

selbab telrdapat selbagian dari masyarakat yang 

masih taat pada hulkulm adat dan hu lkulm agama. 

Bahkan agama kelrap kali dijadikan alasan 

dalam mellelgitimasi dan melmbelnarkan 

tindakan-tindakan yang melrelka lakulkan. 

Padahal atu lran dalam agama tellah sama 

jellasnya bahwa Ulndang-Ulndang Nomor 1 

Tahuln 1974 belrlakul ulntulk selmula ulmat Islam. 

Melngingat Indonelsia melnganult sistelm 

hulkulm positif dalam belntulk pelratulran 

pelrulndang-u lndangan, maka baik itul pelrcelraian 

maulpuln pelrkawinan pellaksanaannya harulslah 

melmelnulhi syarat dalam Ulndang-Ulndang 

Nomor 1 Tahuln 1974 telntang Pelrkawinan. Jika 

sulatul pelrcelraian itul tidak dicatatakan maka 

tidak melndapatkan pelngakulan hulkulm 

selkalipuln tellah selsulai delngan keltelntulan dalam 

hulkulm Islam, dan pelrcelraian ini dinamakan 

pelrcelraian tidak telrcatat. 

Kelmu ldian kelduldulkan pelrcelraian tidak 

telrcatat dalam pelrkawinan telrcatat tidak dapat 

diakuli kelabsahannya. Hal ini tellah selsulai 

delngan atulran dalam Pasal 39 dan Pasal 40 

Ulndang-Ulndang Pelrkawinan Nomor 1 Tahuln 

1974 yang melnyelbultkan bahwa pelrcelraian itul 

hanya dapat dilakulkan di delpan sidang 
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pelngadilan baik itul belrulpa celrai gulgat maulpuln 

celrai talak.  

Melnulrult pelnu llis selndiri konselkulelnsi 

yang ditimbullkan dari pelrcelraian yang tidak 

didaftarkan adalah melrulgikan pasangan 

(keldula bellah pihak) selpelrti masalah 

pelmbagian harta belrsama, hak sulami istri, dan 

hak anak baik itul nafkah maulpuln hak waris. 

Dan seljaulh pelnellitian ini ditelmulkan selpu llulh 

kasuls pelngarulh pelrcelraian tidak telrcatat yakni 

adanya pelrkawinan selcara siri, kelmuldian 

belrdasarkan dari wawancara yang dilakulkan 

didapati dula kasuls yang dirasakan dampaknya 

seltellah melmiliki anak yaitul kelsullitan 

pelmbulatan akta kelpelnduldulkan selbagai syarat 

melndaftar kel lelmbaga pelndidikan.  

Belrdasarkan tinjaulan hulkulm positif, 

pelrcelraian tidak telrcatat (tidak dihadapan 

Pelngadilan) adalah hulkulmnya tidak sah selbab 

pultulsnya pelrkawinan tidak dapat dibulktikan 

delngan akta pelrcelraian telrlelbih dalam statuls 

pelrkawinan yang telrcatat. Selbab selkalipuln 

pasangan sulami istri tellah pultuls hulbulngan 

pelrkawinan selcara agama, statuls keldulanya 

teltap sulami istri dalam pandangan hulkulm 

positif, hal ini selsulai delngan Pasal 117 KHI 

Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974. 

Selmelntara pelrcelraian yang dilakulkan 

selsulai delngan proseldulr dalam hulkulm positif 

melmiliki kelpastian hulkulm, selbab 

pelngatulrannya tidak hanya melngelnai pultulsnya 

pelrkawinan saja namuln melncakulp pelmbagian 

harta belrsama (gono-gini), pelnelntulan hak asulh 

anak, pelnelntulan nafkah dan lain selbagainya. 

Yang mana hal ini tellah diatulr dalam Pasal 86 

ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 1989 

atas pelrulbahan Ulndang-Ulndang Nomor 3 

Tahuln 2003. 

Selpelrti halnya yang tellah diselbultkan 

diatas, bahwasannya nelgara tellah melmbelrikan 

pelngatulran selcara melndeltail dalam masalah 

pelrkawinan baik bagi masyarakatnya yang 

Mulslim maulpuln non-Mulslim, yang mana 

pelratulran yang digulnakan selbagai aculan 

adalah: Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 

1974, Kompilasi Hulkulm Islam, Pelratulran 

Pelmelrintah Nomor 9 Tahuln 1975, dan 

Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 1974. 

Melnu lrult hulkulm Islam yang belrlakul dan 

dianult olelh mayoritas masyarakat di Indonelsia 

melmbelrikan pelnjellasan bahwa talak adalah 

hak sulami dimanapuln dan kapanpuln maka 

talak akan jatulh selcara otomatis. Seldangkan 

hulkulm positif melnyatakan bahwa talak yang 

dilakulkan dilular Pelngadilan adalah tidak sah. 

Selhingga dalam hal ini telrdapat kelselnjangan 

antara yang diharapkan hulkulm (das solleln) 

delngan kelnyataan yang ada di lapangan (das 

selin). Olelh karelna itul, cita-cita Pasal 39 ayat 

(1) Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 

telntang Pelrkawinan dan Pasal 65 Ulndang-

Ulndang Nomor 7 tahuln 1989 telntang 

Pelngadilan Agama akan sullit telrcapai. 

Delngan adanya atulran telrselbult diharapkan 

masyarakat dapat lelbih pelrhatian dan belrhati-

hati dalam melngambil sikap yang mana 

belrhulbulngan delngan pelrkawinan maulpuln 

pelrcelraian. Selbab jika dilihat dari sisi 

maslahatnya pelrkawinan maulpuln pelrcelraian 

yang dilaku lkan selsulai delngan atulran yang 
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belrlakul dapat mellindulngi hak-hak yang 

dimiliki tiap warga nelgara. 

3) Hukum Perkawinan Siri Dengan Faktor 

Perceraian Tidak Tercatat Perspektif 

Hukum Positif Di Indonesia 

Pasal 2 ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 

1 Tahuln 1974 Telntang Pelrkawinan 

melmbelrikan pelnjellasan bahwa su latul 

pelrkawinan dikatakan sah apabila dilakulkan 

melnulrult hulkulm agama nya masing-masing. 

Kelmuldian Pasal 2 ayat (2) Ulndang-Ulndang 

Nomor 1 Tahuln 1974 melnyelbultkan bahwa 

tiap-tiap pelrkawinan dicatat melnulrult pelratu lran 

pelrulndang-ulndangan yang belrlakul.31  Belgitul 

pulla Pasal 5 dan 6 KHI melnjellaskan bahwa 

seltiap pelrkawinan masyarakat yang belragama 

harulslah dicatatkan selrta dilangsulngkan 

dihadapan dan dibawah pelngawasan Pelgawai 

Pelncatat Nikah (PPN) belrdasarkan Ulndang-

Ulndang RI Nomor 22 Tahuln 1946 jo. Ulndang-

Ulndang RI Nomor 32 Tahuln 1954 Telntang 

Pelncatatan Nikah, Talak dan Ruljulk. Selhingga 

pelrkawinan yang dilakulkan dilular pelngawasan 

pelgawai pelncatat pelrkawinan tidak melmiliki 

kelkulatan hulkulm teltap.32  

Selcara ulmu lm, pelrkawinan siri 

melrulpakan pelrkawinan yang dilakulkan selsulai 

hulkulm Islam yaitu l melmelnulhi rulkuln dan 

syaratnya namuln tanpa dilakulkan dihadapan 

pelgawai pelncatat pelrkawinan ataul tidak 

didaftarkan di Kantor Ulrulsan Agama (KUlA). 

Seldangkan melnulrult pelndangan masyarakat 

ulmulnya, pelrkawinan siri melrulpakan 

 
31 Lihat Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

pelrkawinan yang dilakulkan selcara selmbulnyi-

selmbulnyi ataul rahasia karelna faktor-faktor 

telrtelntul. Namuln pelrkawinan yang selcara sah 

dilakulkan selsulai syariat hulkulm Islam tanpa 

didaftarkan di KUlA telrdapat dula hulkulm yang 

pelrlul dikaji selcara melndalam yaitu l: (1) hulkulm 

pelrkawinannya melnulrult hulkulm positif, dan (2) 

hulkulm tidak melncatatkan pelrkawinan telrselbult 

pada lelmbaga nelgara (KUlA). 

Melnu lrult aspelknya, pelrkawinan siri 

hulkulmnya adalah sah dalam pandangan 

hulkulm Islam jika rulkuln dan syaratnya 

telrpelnulhi, selhingga pelrbulatannya telrselbult 

tidak dikatelgorikan selbagai maksiat dan 

pellakulnya puln tidak dapat dihulkulmi selbagai 

pellakul kriminal selkalipuln pelrkawinan telrselbult 

tidak didaftarkan di KUlA (hal ini selsulai 

delngan keltelntulan Pasal 1 ayat (1) Ulndang-

Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 Telntang 

Pelrkawinan). Adapuln rulkuln-rulkuln 

pelrkawinan adalah: (!) wali, (2) dula orang 

saksi, dan (3) ijab qobull.  

Selmelntara pelrkawinan siri yang 

dilakulkan olelh masyarakat di Delsa 

Seldayullawas Kelcamatan Brondong 

Kabulpateln Lamongan adalah dikarelnakan 

adanya pelrcelraian yang tidak didaftarkan 

delngan pasangan pelrtamanya dan melmiliki 

julmlah pellakul 10 orang. Prosels pellaksanaan 

pelrcelraianya puln sangat belragam, mullai dari 

ikrar talak selcara lisan melnghadirkan saksi 

maulpuln tanpa melnghadirkan saksi, bahkan ada 

yang hanya mellaluli pelsan via WhatsApp. 

32 Lihat Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. 
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Pelrkawinan siri melrulpakan salah satul 

pelristiwa hulkulm yang dihadapkan delngan 

dulalismel pellaksanaan hulkulm (antara hulkulm 

Islam dan hulkulm positif) di Indonelsia, yang 

mana hulkulmnya adalah sah dalam pandangan 

hulkulm Islam dan selsulai delngan keltelntu lan 

Pasal 2 ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 1 

Tahuln 1974 namu ln sangat belrtelntangan 

delngan Pasal 2 ayat (2) Ulndang-Ulndang 

Nomor 1 Tahuln 1974 selbagai hulkulm positif. 

Dari selgi praktiknya, masyarakat 

melmang lelbih melnggulnakan hulkulm Islam 

selbagai hulkulm yang hidulp dan dilaksanakan 

atas dasar tanggu lng jawab, kelsadaran 

belragama dan kelimanan, selpelrti pandangan 

pelrkawinan siri yang dianggap sah dan lelgal 

melskipuln ada yang belranggapan bahwa 

pelrbulatannya adalah haram keltika 

melnimbullkan kelrulgian bagi pihak yang 

belrsangkultan. Selhingga Ulndang-Ulndang 

Pelrkawinan, KHI maulpuln pelncatatan 

pelrkawinan tidak lagi dihiraulkan keltika syarat 

dan rulkuln nikah selsu lai agama tellah telrpelnu lhi, 

dalam artian hulkulm Islam tellah melngakar 

kulat, ditaati dan dilaksanakan olelh ulmat Islam 

di Indonelsia. 

Selmelntara pelrlul dipahamkan bahwa 

Ulndang-Ulndang Pelrkawinan tellah melnjadi 

bagian dari hulkulm Islam, dimana tellah mellaluli 

prosels taqnin dan tellah melnjadi pelratulran yang 

belrlakul di Indonelsia belgitul pulla Kompilasi 

Hulkulm Islam (KHI) yang tellah diteltapkan 

pada Inprels tahuln 1991dan tellah melmilii 

kelkulatan hulkulm selbagai hulkulm positif selrta 

melnjadi pijakan bagi hakim dalam 

melnghulkulmi ataul melmultuls selngkelta yang 

belrlakul bagi ulmat Islam. 

Pelncatatan pelrkawinan melmang 

bulkanlah su latul syarat sah nya pelrkawinan, 

namuln kelbelradaannya sangat pelnting ulntulk 

dilakulkan gulna melncapai tuljulan pelrkawinan 

yang di ada dalam Islam, selbab tidak adanya 

pelncatatan pelrkawinan dapat belrdampak ataul 

melmiliki konselkulelnsi bulrulk selpelrti sullitnya 

pelmbulatan KK dan Akta Kellahiran. 

Selhingga hulkulm sulatul pelrkawinan siri 

delngan faktor pelrcelraian yang tidak 

didaftarkan adalah tidak sah telrlelbih pelrkawinan siri ini 

dilakulkan olelh pihak istri yang mana selcara 

hulkulm positif ia masih telrikat pelrkawinan 

delngan sulami pelrtamanya. Pelrtama, 

pelrcelraian lular pelngadilan tidak seljalan 

delngan syariat dalam Islam yaitul 

melnghilangkan madharat. Keldula, tidak selsulai 

delngan atulran dalam Pasal 39 ayat (1) Ulndang-

Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 telntang 

Pelrkawinan yang melnyatakan bahwa 

pelrcelraian hanya dapat dilakulkan di delpan 

sidang Pelngadilan seltellah pelrngadilan yang 

belrsangkultan belrulsaha dan tidak belrhasil 

melndamaikan keldula bellah pihak.  

Talak ataul pelrcelraian selmacam ini 

melmiliki banyak pelrmasalahan mullai dari 

kelabsahannya, kelmulngkinan talak yang telrjadi lelbih dari 

selkali dan minimnya pelrlindulngan hulkulm. 

Olelh karelna itul, ulntulk melnhindari adanya 

pellanggaran telrhadap ulndang-ulndang 

pelrkawinan pelrlul adanya solulsi selrta sikap 

telgas. Pelrtama, diadakannya itsbat talak, 

sellama ini selorang hakim melmang tidak 
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melngakuli adanya hal telrselbult selbab talak yang 

dilakulkan dilular Pelngadilan itul dianggap tidak 

ada dan melskipuln tidak ada ulndang-ulndang 

yang melngatulr nya selorang hakim 

melngakomodir hulku lm yang belrkelmbang di 

masyarakat karelna selorang hakim bulkan hanya 

corong ulndang-ulndang namuln julga selorang 

muljtahid yang haruls belrijtihad ulntulk 

melnelgakkan keladilan dan kelmaslahatan 

masyarakat. 

Keldula, melmbelrikan sanksi telrhadap 

pihak yang mellakulkan pellanggaran telrhadap 

pelratulran pelrulndang-ulndangan telrselbult yang 

mana hal ini tellah belrlakul seljak diulndangkannya 

Ulndang-Ulndang RI yang telrtulang pada Pasal 3 

Nomor 22 Tahuln 1946 yang melnyatakan 

bahwa para pellakul dapat dijatulhi sanksi pidana 

delngan hulkulman ku lrulngan sellama-lamanya 

tiga bullan ataul delnda seltinggi-tingginya Rp. 

7.500.- yang telrmu lat dalam Pasal 45 PP 

Nomor 9 Tahuln 1975. 

Kelhadiran pelratulran pelrulndang-

ulndangan telrselbult hingga saat ini dianggap 

tidak elfelktif selhingga tidak melnimbullkan elfelk jelra bagi 

pellakulnya, delngan hulkulman kulrulngan yang 

sangat singkat dan delnda yang telrbilang culkulp 

kelcil. Selhingga hal ini pelrlul melndapatkan 

pelrhatian khulsuls sulpaya atulran telrselbult dapat 

belnar-belnar belrjalan delngan elfelktif dan 

fulngsional. 

 

D. Kesimpulan  

Praktik pelrcelrain tidak telrcatat yang 

dilakulkan olelh masyarakat di Delsa 

seldayullawas Kelcamatan Brondong Kabulpateln 

Lamongan sangat belragam belgitul pulla delngan 

alasan yang melrelka pilih keltika 

mellakulkannya, adapuln data belrdasarkan 

wawancara delngan lima pellakul adalah selbagai 

belrikult: Pelrtama, pelrcelraian dilakulkan 

didelpan muldin delsa delngan alasan tidak 

dibelrikan nafkah olelh sulami, namuln yang 

melngajulkan ulntulk belrcelrai adalah sulami. 

Keldula, pelrcelraian dilakulkan mellaluli ulcapan 

talak dari sulami selcara langsulng yang 

disaksikan olelh orang tula istri, alasannya 

adalah selbab tidak dibelrikan nafkah. Keltiga, 

pelrcelraiannya dilakulkan mellaluli pelsan 

whatsAp yang dikirimkan olelh sulami 

alasannya adalah karelna sulami selring mabulk-

mabulkan. Kelelmpat, talak diulcapkan selcara 

lisan dihadapan istri. Kellima, talak diulcapkan 

sulami selcara lisan. Dari pelristiwa telrselbult 

diatas, pelrcelraian yang dilakulkan kellimanya 

adalah sama-sama atas dasar kelinginan dari 

pihak sulami, dan istri hanya melngiyakan 

delngan alasan-alasan yang melrelka pelgang. 

Kelduldulkan pelrcelraian yang dilakulkan 

tidak dihadapan pelngadilan adalah tidak sah 

selkalipuln tellah dilakulkan belrdasarkan agama 

Islam. Selbab agama tidak dapat dijadikan 

alasan tidak dilakulkannya pelrcelraian selsulai 

delngan atulran hulkulm positif, selbab selcara 

kelsellulrulhan hulkulm positif tellah melncakulp dan 

selsulai delngan hulkulm dalam agama Islam yang 

mana diatulr dalam Kompilasi Hu lkulm Islam. 

Telrlelbih pelrnikahan yang dilaku lkan adalah 

selsulai delngan atulran hulku lm positif 

(dicatatkan), maka sellagi pelrcelraian itul bellulm 

dilakulkan belrdasarkan hulkulm positif keldula 
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bellah pihak baik itul sulami maulpuln istri teltap 

sah melnjadi pasangan. Dan dalam atu lran 

hulkulm yang belrlaku l, keldulanya tidak dapat 

mellakulkan pelrbulatan hulkulm lain selpelrti 

melnikah kelmbali dikarelnakan masih telrikat 

hulbulngan delngan sulami ataul istri yang 

pelrtama. 

Hulkulm pelrkawinan siri delngan faktor 

pelrcelraian tidak didaftarkan adalah tidak sah 

selbab talak yang dilakulkan dilular Pelngadilan 

itul dianggap tidak ada yang mana hal ini selsulai 

delngan keltelntulan Pasal 39 ayat (1) Ulndang-

Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 dan tidak selsulai 

delngan syariat dalam Islam yaitul 

melnghilangkan madharat. Olelh karelna itul 

pelrlul dielrikan solulsi pelrtama, dilakulkan itsbat 

talak dan keldula, dibelrikan sanksi bagi pellakul 

yang mellanggar atulran telrselbult. 
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